
PEMTURAN DAERAH (ABUPATEN CIANJUR

NOMOR 5 TAHUN 20]5

TENTANG

PEMILIHAN (EPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

: a, bahwakepala desa sebasai kepala pemdintahan desa
yang memimpin penyelenggaran pemerintaha! desa
oetupunyai leran penting dalam kedudukmnya
sebagai kepdjdgm t@gan Negda ydg dekat dengd
masyaEkat dao sebagai pemimpin masyarrl{at;

b. banwa untuk menciptal{d landase ydg kut dale
pemilihd, pengangkatan dan pemberhentid kepala
desa serta dengd ditetapkannya Undang-Unddg
Nomo.6 Tahun 2014 tentdg Deq dan Peraruran
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan
Pelaksmaan Undang Und@g Nomo. 6Tahun 2014
tentang Desa,maka Peraturm Daerai Kabupaten
Cimjur Nomor 5 Tahun 2006 tentme Tata Cara

:1.

2.

Pemberhentim Kepa.la Desa perlu digantij
bahwa berdasarkan lertimbdgm sebagai@na
dimksud dalam hurul a dm hurul b, pe.lu
menetapkdPeraturan Daera! teotmg Pemilihd

Pasall8 ayat(6)Undeg Undans DasarNesaE Republik
hdonesia Tanu 1945j

Undang Undang Nomor 14 aaiun 1950 tenteg
Pembentukan Daeral-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Bdat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaihaa telah
diubah dengm Uodang Unddg Nomor 4 Tahun 1968
tentdg Pembentuko Kabupaten Putuaka a dan
Kabupaten Submg dengaa Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
DEF'Et darrdh aabLoa.en D6bm L.ngkln8u r D-op,isi
J.wa Btuar (Lenbar"n \rgara Repubhk lndonr\i"
Tahun 1968 Nomor 31, Tmbanan Lembaran NegaE
Republik Indonesia Nomor 285 1);



3. Unddg-Undag Nomor 12 Tahun 2011 tenras
Perundang-Undmgm

(Lembaran Negda Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahm L€mbde Negda Repubtik
indonesia Nomo! 5234);

4. Unddg Unddg Nomor 5 Tahun 2014 tenttug
Apdatur Sipil Negara (lfmbaEn Negac Repubtik
Indonesia Taiun 2014Nomor 6, Tamband Lembaran
NegM Republik Indonesia Nomor 5494);

5, Unddg Uodmg Nomor 6 Tahun 2014 tentdg Desa
(Lembda Negda Republik Indonesia Tanun
2014Nomor 7, Tmbahm Leobard Neg a Republik
Itrdonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahd Daeran Gembaran Negam Republik
Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tmbahm
Lmbdm Negda Republik Indonesia Nomor 5547)
sebagaimma tehn diubah beberapa kali terakhir
dengan Undeg Undaig Nomor I Tahun 2015 te.t@g
Perubanm kdua Atas Undang Undang Nomor 23
Tanun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lemb an
Negra Republik Indonesia'fahun 2015Nomor 58,
Tambahao Lefrbard Negda Republik Indonesia

7. Peraturm Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentd8
Peraturan Pelal{smam Undang Undaog Nomor
6'Iahun 2014 tentdg Desa (iEmbaEn Negda
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahm Lembamn Negara Republik indonesia

a. PeratuEn Presiden Nomor 87 'Iaiun 2014 tentang
Peratumn Pelal<smmn Undang-Unddg Nomor 12
Tahun 2Ol1 tentd8 Pembentukd Perature
Perundds-undansan (Lf,mbamd Nesda Republik
Indonesia Tahun 201.4 Nomor 1991;

9. PeEturm Menteri Dalm Negeri Nomor t Tanun 2014
tentmg Pembentukan Prcduk Hukum Daerah {Berita
Negara Republk Indonesia Tanun 2014 Nomor 32)j

10. Pe.aturm Menteri Dalam Negeri Nomor 111 'Iallu!
2014 tentang Pedo@n'leknis Peraturan di Desa(Berita
Negda Republik lndooesia Tahun 20 14 Nomor 209 1l;

11. Perature Menteri Dald Negeri Nomor 112 Tahun
2014 tentmg Pemilihd Xepala Desa(Berlta Negda
Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 2092)l

12. Pe.aturd Menteri Dalm Negeri Nomor 113 Tahu
2Ol4 tentang Pengelolam Keuang@ Desa(Berita
Negara Republik Indooesia Tahun 2014 Nomor2093);

i3. Peraturs Menteri Dalm Negeri Nomor 114 Tahw
2014 tentang Pedoman Pembangund Desa(Berita
Negda Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 2094)j
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14. Peraturan Menten Desa, Pembdgum DaeFh
TertingAal, dan ardsmigrasi Nomor l Tahun 2015
tentang (ewenmgm Desa(Berita Neeara RePublik
indonesia'tahun 2015 Nomo. 154);

15. Peratuen Menteri Desa, Pembmgunan Daeral
'Ierringgai d@ Trdsmigrasl Nomor 2 Tahun 2015
tenidg Pedomo Tata Tertlb dan Mekmisme
Peng@bild Musyawarah@enta Negara Republik
Indonesia 'lahun 2015 Nomor 159);

16. Peraturan Daeran Kabupaten Cianjur Nofror 03 Tahun
2OO8 tent@g Urusan Pemerintahan Daerah (lEmbdm
Daeran Kabupaten cianjur Tahun 2008 Nomor 03)i

17. Peraturan Dasran Kabupaten Cianju. Nodor 07 Tahun
2ooa kntang OrgdisasiPemerintals Daeral dd
Pembentukan OBmisasi Perangkat DeEn Kabupalen
Ciejur (Lenbaran Daeran Kabupaten CianjurTahun
200a Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diuball
beberapakali terakhir dengan Peraturan Daeran
Kabupaten Cimjur Nomo.9 Tahun 2013 tetrtang
Perubahan iteti8a Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentms
OrgEnis6iPemerintana Daeran do Pembentuld
Organissi Pedgkat DaeraI Kabupaten Ci&jur
(Lembaran Daerall (abupaten ciejurTahun 2013

1a, Peraturan Daeran Kabupaten Cianiur Nomor 4 Tahun
2013 tentdg Tata Cara Pembentukan Produl{ Hukum
Daerai ll€mbarm Daerah Kabupaten cidjur Tahun

Dengan Persetuiuan Bersam

DRWAN PERWAKILAN RAI<YAT DAERAH IGBUPATDN CIANJUR

dd

BUPA'II C]ANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMTURAN DAERAII TENIANG PEMILIHAN KEPAL"{
DESA,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagie KesaEu

Definisi

Pasal 1

DaLam Peraturan Daerdll ini yang dimaksud dengd:

1. Kabupaten adalah Kabupalen Cieju.



2. Eupati adalah Bupaticianjur.

3- Pemedotah Daerah adabnBupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerall yang memimpin pelaksanan uruso
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kecmaian adalah wllayah kerja Camat sebagai pemgkat daerah
Kabupaten Cianjur.

5. camat adalah pemimpi. dd koordinator penyelenggdm pemerintaian
di wilayah keia kecamatan yms daLm pelaksmaan tusasnla
mempercleh pelimpahan kewenangd Pemerintahan dari Bupatr untll{
menmgani sebagian urusan otonomi daerah dm menyelenggarakan
rugas umum Pemerintahan,

6. Desa adalah desa dm desa adat atau yang disebut dengan nma lain,
selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum ymg
memiliki hatas wilayan ymg beNenang untuk mengatur dd mengtns
urusan pemeiintahan, kepentingm masyaEkat setempat berdasarkan
praktr6a masyaralat, hal asal usul d@/atau hak tradisionalyang diakui
dan dihorlmti ddm sistem pemenntahan Negda Kesaruan Republik

7. Peme.idtahan Desa adabn penyelenggaraan urusm pemerintahan de
kepentingd masyarakat setempat dalm sistem pemerintahm Negda
ksatuan Republik Indonesia.

a. Pemerintan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan n@a
lain dibantu peEngkar desa seba8ai un6u, penyeLenggda pemerjntalu!

9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa ysg mempunyai
wewendc, tugas dan kewajiban untuk menyelenggdakan .lmah tdgga
desaoya do melaksanalm tugas dari Pemeintah dd Pemerintah

lo.Badan Pemusyawaratan Desa y g selanjutnya disingkat BPD atau
yang disebut den8annama lain adabn bmbaga ymg melaksanako
fungsi pemerintahan yang mggotdya merupakan wal{il ddi penduduk
desa berdasarkan kete akiLd wilayal dan ditetapkan secara

I 1 Perangkat Desa adaiah uNur pembdtu Eepala Desa yang terdiri atas
sekretaris desa, pelal{sma kewilayahan dan !€laksana teknls,

12. Peojabat Kepala Desa adabn seorans pejabat yang didgkat oleh pejabat
ydg be enatrg untuk melaksanakan tugas, ha]< dan wewenang serta
kewajiban kpala Desa dalam kurun waktu tertentu.

13. Pegawai Negeri Sipil ydg selanjutnya disingkatPNs adalah warga Negara
lndonesia ymg memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai
Apdatlr Sipil Negara sec@ tetap oleh Pejabat Pembina Xepegawaian
untuk nendudukl jabatu Pemenntahan.

14. Musyawarah Desa atau ymg disebut dengm nama lain adalah
musyawdah mtara Badd Pemusyawaraid De6a, Pemerintah Desa
dan unsur masyarakat yang diselenegarakan oleh Badan
Pemusyawdatan Desa untuk menyePakati hal ydg ber6ifat stEregis.

ls.Pemilihm (epala Desa adalah Pelaksanad kedaulatan ralryat di desa
dalan rangka memilih kep61a desa yang beGifat langsung, uhum,
bebas, rahasia, iuiur, dm adil.
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16. Pmitia Pemilihan Kepara Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut
Panitia Pemilihan adalah Panitia yeg dibentul{ ol€h BPD untuk
menyelenggaral<d proses Pemilihan Kepala Desa.

17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten ydg selmjutnya
disebut Pditia Pemilihd (abupaten adalah peitia ysg dibenhrk
Bupati pada tingkar (abupaten dalm mendukung pelaksanaan
pemilihd Kepala Desa-

1a. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk desa yang berdawkan
peijaringan oleh panitia pemilihao sebagai bakal calon Kepala Desa.

19, Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkd
oleh pditia pemllihd sebagai calon ydg berhak dipilih menjadi kpaLa

20. Calon Kepala Dee Te.pilih adahn caLon (epala Desa ydg memperoleh
suda terbanyak ddm pelaksanaan pemilihm Kepala Dee.

21. Pemilih adalah penduduk desa yag bersangkutan ds telai memenuni
persydatd untuk menggunakm hak pilih dalm pemilihd Kepaia

22.Kampanye adaLan suatu kegiatan yang dilakuks oleh Caloo Kepala
Desa untuk meyatinkm pda pemilih d.lm rangka mendapatkan

23.Tempat Pemungutan Suda yang selmjutnya disingkat TPS adabn
tempat dilaksanakaDDya pemungutan 6uaE,

24.Anssa@ Perdapatan do Beldja Daerah, yog selanjut ya disingkat
APBD adalah rencana keuaogm tahlllra Pemerintah Daerah yalg
dibahas do disetujui beEama oleh Pemerintah Daerah dd DPRD, dao
ditetapkd dengan Peraturan Daerah-

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB
Desa adalah rencana keumgan tahunao pemerintahan desa.

26. Htri adslah htri kerja.

Bagim Kedua
Asas dan Rumg Lingkup

Paiagraf 1

Asas

Pasal 2

(1) Kepala Desa dipnih hngsung oleh penduduk desa.

(2) Pemilihan kpala Desa bersifat langsung, umum, bebas, ranasia, jujur

Pmg€|2
Rudg Linglap

Pasal S

Rudg lin8kup Pe€turan Daerah ini mencakup:
a. pemilihan Kepala Desa;
b. pengangkatan Kepala Desa;
c. pemberhentid Kepala Desa;

e. tindal<an penyidikmi dm
I pembitrm (epala Desa.
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BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pelaksanafu Pemilihan Kepala Desa

Pasal4
(1) Pemlliho Kepala Desa dilaksdald secda serentak satu kali atau

dapat bergelombang dl seluruh wilayan Kabupaten.
(2) Pemilihan Kepala Desa secara serental{ sebasaimana dirE}sud pada

ayat (1) dnaksdakan pada hari yang sama di seluruh desa.

(3) Pemilihan Kepala Desa secaE berselombang sebasaimma .limaksud
pada ayat (1)dilaksanakad palins b@yak 3 (riga) kaLi ddtan janska
waktu 6 (enam) tahun.

(a) Pemllihan Kepala Desa secaa bergelombans sebagaimma dimalsud
pada ayat (3) dilaksaial{d densan mempertimbmskan;
a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa .li

wilayan Kabupaten;
b. alokasi aogga.anj de/atau
c. kete.sediaan PNS di liogkungan Kabupaten ymg memenuhi

persyratm sebagai Penjabat Kepala Desa.

(5) Ketentud Lebih l,anjut mengenai pemilihM Kep.la Desa secda serental{
sebasaimana dimal{sud pada ayat (1) da ayat (2) diatur densan
Peraturan Bupati-

Pasal 5

(1) Dald hal terjadi kekosongan jabatM Kepala Desa datm
penyelenggaman lemilihan Kepala Desa secara serental{ sebagaimana
dimai{sud dal@Pasal 4, Bupati menunjuk lenjabat Kepala Desa.

(2) Penjabat Kepala Desa sebasaiMa dimar{sud pada ayat (1) berasai dari
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah DaeEh Kabupaten.

pasat 6
(1) Bupati membentul{ Pmitia Pemilihan .li Kabuparen.
(2) Unsur dan tugas Pditia Pemilih@ Kabupaten diterapkan dengan

Peraturd Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cda Pelaksdad Pemilihan Kepala De6a

Paragrat I
Tahapan Pemilihan Kepala Desa

Pasal T

Pemilihan Xepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

c. lemunguta suaE; dan



PaEgral2
Pe.slapan

Pasal S

Tahapd persiapd sebagaimana dimaksud drld Pasal 7 hurul a meliPuti
kegiaran sebagai berikut:
a. pemberitahu@ BPD kepada kelala Desa mengena akm berakhirnva

masa jabatd Kepala Desa, yang disampai]<m secaG tertulis 6 (eom)
buLd sebelum beraj(himya masa jabatd;

b. lembeitukan Panitia Pemilihan KePala Desa oleh BPD, ymg ditetapkan
dalamjanska waktu 10 (sepuluh) hari setelan Pemberitahuan al{hi masa

c. dalamhal tidak ada Pembeitahud BPD dan atau pembentukan Panltia
Pemilihan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Camal atas
nama Bupati berkewajiban menlasilitasi Proses pembentukan Panitia

d. laporan akhir masa jabatm Kepala Desa kePada BupatidisamPaikm
dilan jmgka waktu 30 (tiga puluh) hdi setelan pemberibnuan akhii

e. perencanan biaya pemilihan diajuko oleh Panitia Pemilih@ kePada
Bupati melalui Cmat dalam jangka waktu 30 (tiga Puluh) hari setehn
terbentulnya Psitia Pemilihmi dan

I lersetujuan biaya penillhan darl BuPati dalam janska wal{tu 30 (tisa
puluh) hari sejak diajukm oleh P@itia Pemilihan.

Pasal 9

(1) Pembentul{an Panitia Pemilihan Kepala Desa 6ebagaimana dimatsud
ddlamPasal a hurul b disampaikan secara terrulis oleh BPD kepada
Bupatl melalui camat,

(2) PditiaPemilihan(epala Desa sebagaimana dimaksud pada avat
(1)bersllat mandii dm tidak oemihak.

(3) Panitia PemilihaE sebaaaimana dimaksud pada ayat (1) terdi.i atas:
a. unsur per@gkat desai
b, lembaga kemasyarakatan; dd
c, tokoh masyarakat desa.

(4) Pditia Pemilihan sebagaimda dimalsud pada ayar (1)memPunvai
tugas sebagai berikut:
a. merencanakan, menyelenggarakan dd mengendaliko semua

talupan peLaksmam Pemilihan kePala desa;
b. merencmals dan mensajukan blaya pemilihan kepala desa;
c, mela}ukan pendaJta.an dan penetapad pemilih serla disahkan oleh

Pimpinaa BPD;
d. menerima Pendaltaran balal caloni
e. nengadakin penjdingan dan Penyarlnsan bakai calon berdasdkm

lersyaratan ymg ditentukan;
t ;en;tapkd bakal calon ydg telah medenuhi persvdatd sebasai

calon kepala desa;
s mrnFrim€ d-r reraku{& pem.a*sam 4dninisus5r P'r'vdrk- b"ksl.. on rnru* orrct4pkar sebagaic"'on yeg oerh.k dlpilih:
h. mengunumkan nama-nama calon yde berhak diPilih kePada

matdalat dit€mpat temlat yang terbuka sesuai dengan kondisi
sosial budaya masydakat serempat;



i, melakukan pengundid do penetapan nomor urut dd 8dba.
atau bende€ bagi calon ysg berhak dipilih;

j. menetapkan tata cara peiakseaaD pemiLih@;
k. menetapkan tata tertib pelal<sanam kampdye;
l. memfasilitasi lenyediaad peralatan, perlengkapan dan tempat

pehungutan susa;
m. melaksmal<an pemungutan suara;
n. oengambil keputusd s€suai ketentuan apabila timbul

permasalahm;
o. menetapkan hasil perhitunsan suda dd meoeumumkan hasil

p. menetapkan calon Kepala Desa terPiLihi dm
q. melakul{an pelapoan pelaksanaan pemilihan.

Paiagral3

Persydatan dm'Iata Cara Pendaltdan Pemilih

Pael 10

(1) Pemilih rans denggunatm hak pilih, harus terdaftar sebasai pemilih.

(2) Pemilih sebasaimda dimaksud pada ayat (1) harus memeluhi sydat:
a. pendudul< desa yang pada hari pemunertan suda pemilihm (ep.la

Desa 6udah berumur 17 (tujuh belas) bnun atau sudah/pemah

b. nyata nyata tidak sedang terganggujiwa/i4atatrnya;
c, ridak seddg dicabut hak pllihnya berdasarkan pulusan pengadilan

ydg tebn memperoleh kekuatan hukum tetap; dm
d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enm) bulan sebelh

disaikdnya daJtar pemilih sementara ymg dibuktikan deogan Ktrtu
Tanda Penduduk atau surat ketermgan Penduduk.

(3) Pemilih yang tehn terdaftar dalam deJtar pemillh temyata tldak laer
memenuni sydat sebagaimma dimaksud pada ayat (2), tidal dapat
menggunakan hak memilih.

Pasal 11

(1) Dand pemilih dimutakhirkan dan divelidasi sesuai data penduduk di

(2) PemutEl<hiEn sebasaimana dinEksud pada arat (1), dllakukan karena:
a. memenuhi sydat usia pemilih, ydg saopai dengm hari dan tmggal

pemunsutan sura pemilih@ berumur 17 (tr\iuh beLas) tahunj
b. belum berumur 17 (tujuh belas) taiu., tetapi sudah/lemalr

c. telah meninesal dunia;
d. pindah dooisili ke desa lain; atau
e. belum terdaftd.

(3) Berdasdkd dand pemilih sebagaimda dimaksud pada ayat (1),

Pditia PemiLihd nen lsun dan menetaPkd daltar pemilih sehente,

Paragral 4

PencaLolra

Pasal 12

(1) Tanapan pencalonm sebasaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
neliputi keer4td sebagai berlkut:



a. pengumuman dan pendaltaran bakal calon dale jangka waktug
(sembilan) hari;

b. penelitian kelengkapo persydatan administrasi, kl ifikasi sera
penetapaD dan pengumuman n@a calon dalam jangka waktu 20
(dua pduh) hdi;

c. penetapan calon (epala Desa sebagaimana dimaksud Pada huruf b
pa.lins sedikit 2 (dua) orans datr paling bdyak s (lima) orang caron;

d. penetapan daftar pemilih tetap unruk lelaksadam pemilihan XepaLa

e. pelalsdaan kmPanye calon Kepala Desa dalam jangka wal'_tu 3
(tisa) hari; dan

t mr* tenang daldn ianena wakrL 3 lugar hao.

(2) Dalam hal balal calon yms hemenuhi persydatm sbasaimana
dimaksud pada ayar (1) hu.uf c lebih dan 5 0ima) oiss, P@itia
Pedilihan melalakan seleksi tambanm dengd menggunakd kiteiia
dan persyaotan lain yang ditetapkd dengan Peralurd Bupatl.

Pasal 13

(1) calon Kepara Desa wajib memenuhi persyrats sebagai berikut:
a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertalva kepada Tuhan Yang Maha Esai

t
g.

h.

c. memeganc leguh
melaksanakanundangundang Dasar Negara Republik lndonesia
Tahun 19.15, serta mempertahankm dan meoelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ikar

d. berpendidikan paling rendah tmat Sekoiah Menengan Pertama
(sMP) atau sederajat;

e. berusia paling rendan 25 (dua Puluh lima) tahun pada sut

bersedia dlcalonkan menjadi (epa1a Desaj
terdaitai sebagai penduduk dan bertemPar tinggal di Desa setempat
paling kurme 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
tidal{ sedans oenjalani hukuman pidana penjara;
tidak pernan dljatuhi lidda penjara berdasarkm putusan
pengadild yang tehn mempunyai kekuatan hukum tetap kEena
melakukan tindal pidana yang didcam dengan pidma penjara
patins sinskat s (lima) tahuo atau lebih, kecuali s (lima) tahun
setelah selesai menjaldi pldsa penjda dm mengumumkan se.a.a
iuiur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutao lemah
dipidana se.ta bukan sebagai pelaku kejahatao berulang ulaog;

j. lidak sedmg dicabur hak pilihnya sesui dengan putusm
peogadilan yang telah memlunyai kekuatan hukum tetaP;

k. berbado sehatda. bebas ndkoba yang dibuktikan dengan suat
keterangm dari dokter yang ditunjuki

l. tidak pernah menjabat sebasai KePala Desa selafta 3 (tisa) kari

m. berkelakud baik ymg dibuktikan dengd surat keterangan dari
instdsi/ pejabat yang beNenm$ dm

n. memenuhi sydat syarat lain yang sesuai adat istiadar setempat.

{2) Bakar calon Kepala Desa
sebagaimua dimaksud pada
Desa oleh Pditia Pemilihan.

yang telah mehenuhi persydatan
ayat (1) ditetapkan sebagai .alon Kepala
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(3) Caron lGpala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diumutukm kepada masydal€t desa di tempat umum sesuai
densm kondisi sosial budaya masyarakat desa.

(:1) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat melalrukan kamphye sesuai densd ko.disi sosial
budaya masyaralat desa dan ketentuan peraturan perunddg-

Pasal 14

(1) (epala Dera yang almmencalonke diri kembali diberi.uti sejar<
ditetapkm sebagai calon sampai dengd selesainB pelaksanaan
penetapan calon terpilih.

(2) Dalam hal (erEla Desa@ti sbagaimda dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris De6a melaksmal@n tugas dd kewajibm Kepara Desa.

Pa6al 15

(1) PNs yes men.alonkm diri dalam pemiLihd Kepata Desa harus
mendapatkan izin tertulis .lari Pejabat Pembina Kepegawaian.

(2) Dslatu ha1 PNs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dd
diangkat menjadi Kepala Desa, ymg bercangkutd dibebaskd
sementaE dari jabatmnya selda nenjadi Kepaia Desa tanpa
kehilansm hal{ sebasai PNS.

(3) PNS yds terpilih dan diangkat meo.jadi kpara De6a 6ebagaimea
dimar.sud pada ayat (2) berhak meodapatkd tujdsan (epala Desa,
penshasilm lainnya yms sa]1 dan hak-hak laionya yang diarur dalam
peraturan perundang-uoddaan.

Pasal 16

(1) Ketua dd dssota BPD yang nencalonkan diri dalm pemilihm Kepala
Desa diberi cuti terhitung sejaL ymg bers@gkutan aerdaftar sebagai
calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelal<sanaa penetapan

(2) Tusas keanggotam BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilal<smal{m oleh @ggota BPD laionya sesuai dengan Tata Tsrtib BPD.

Pasal lT
(1) PeEngkat desa yeg menc.lonkan diri dalam pemilihd Kepala Desa

diberi @ti terhitung sejat ymg bersdghrtd ierdaftar sebaeai bakl
calon kpala Deq smpai denga selesainya pelaksmaan penetapan

(2) Tusas permskat desa sebasaimda dima.ksud pada ayat (1) dimgkap
oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkd dengm Keputusd Kepala

Pasrl ta
(1) calon Kepala Desa dapat melakuke kmpanye sesuai denso kondisi

sosial budaya masyaakat de6a.

(2) (ampanye sebagaimsa dimak6ud pada ayat (1) dilalakd dengan
prinsip jujur, terbuka, dialosis serta be.tanggune jawab.



Paragraf 5

Pemungutan Suara

Pasal 19

Tahapan pemungutan suaa sebagaimda dimaksud dalam Pasal 7 huruf c
meliputi kegiatd sebagai benkuti
a. pelaksanaan pemungutd dd penghitungan suarar
b. penetapd calon ydg memperoleh suara terbmyak dm/atau
c- dalm hal jumlah calon terpilih ydg memperoleh suaE terhanyaL ydg

sama lebih da.i 1 (satul orane, calon terPilih ditetapkan
berdasdkmwllayai tempat tingsaL dengd jumlah Pemilih terbesar.

Pasal20

(I) Pemunsutan suaa sebasaimana dimaksud dalam Pasa.1 lghuruJ a,
dilakukan dengan memberikao suda melalui sftat suara yang berisi
nomo., foto, dan !@a ca10n.

(2) Penberian suara sebasaimma dimal<sud pada ayat (1) dil.llakd
dengan men oblos salah satu calon dalam suEt suda.

Pasal 21

(1) Penghitungan suda sebasaimana dimaksud dalam Pasal 19 hurul a
dilakukandi TPS oleh Panitla Pemilihan setelal pemungutan suara

(2) Sebelum penghitungan suara ssbasaihana dimaksud pada ayat (1)

dimulai, Psitia Pemilihan menghitunS:
a. jumlah pemilih ydg memberikan suaE berdasdkm salind daJtar

pemilih tetap untuk'IPsl
b. jumlah 6urat suaa ymA tidak terpakai; dan
c. jumlah su.at suda ydg dikembalik@ oleh pehilih karena rusak.

13) Penshitunsan suara sebagaimaa dimaksud pada ayal (2), dilakukatr
dan sele6ai di 'lPS oleh Panitia Pemilihan du daPat dihadiri dan
disaksikd oleh saksi ca1on, BPD d@ wdga masyackat.

Pdsal22

(1) Calon Kepala Desa yang memperoleh sura terbanyak dari junnan suda
san ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

(2) Dalan haL junhn calon Kepala Desa terpilih yms memperoleh suara
te.baoyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon Kepala Desa, .alon
te.pllih ditetapkm berdasdkanwilayah tempat tinggal dengan jumlah
pemilih terbesa..

P agEl6
PenetaPan

Pasal23

(1) Tanape penetapd sebagaima@ dinDlsud dalam Pasal 7 hurut d
melpuli kesiatan sebagai berikut:
a. lapor@ Pditia Pemilih@ mengenai calon terpilih kepada BPD paling

lambatT (tujuh) hdi setelah pemungut@ suara;
b, lapor@ BPD meneenai calon terpilih kepada Eupati Paling 1mbat7

(rujuh) hari setelah menerima laPord Pditia Pemilihan;
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c. Bulat] mene.bitkan kePutuse Bengenai pengesahm dan
pengmgkatan Kepala Desa pallrg Imbat 30 (tlga puluh) hari seiak
diterima lapord ddi BPD; da!

d, Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk meldtik cslon Kepala Desa
terpilih palins Lambat 30 (tiga puluh) hari sejzl{ diterbitkd keputuse
pengesahm dd pengangkate KePaIa Desa dengan tata cara sesua
dengan peraturm perundmg undangaE.

(2) Pejabat lun yds ditunjuk sebagaimaa dimar{sud pada ayat (1) hurufd
adalah Wal{jl Bupati atau Ca@r.

Pasal24

Ketentuan lebih laniut mengena pemilihan Kepala Desa sbagaimana
dirELsud dalam Pasal Tsmpai dengan Pasal 23 dialur dengan Peratura

Bagid Ketiga

Pemllihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawdai Desa

PasaL 25

{1) Pemilihan Kepala Desa antar wakrx melalui musyawara.h desa
dilaksarur{s apabna sisa masajabatm Kepala Dee ymg diberhentlkd
lebih ddi I (satu) tunun.

(2) Kepata Desa yang dipilih melalui musyawdah de6a sebasaimana
diraksud pada ayat (1) h@s memenuhi persyaratm sebagaimma
dimaksud dalam Pasal 13aYat (1).

(3) Musyawrah Desa yans di*lengca.akm khusus utuk pelaks@@
pemilihm Kepala Desa dtaNakru sebagaimma dimaksud pada ayat (i)
dilaksanak@ p.1ing 1ma dal@ jdgka waktu 6 (en@) bulan terhitung
sejak Kepala Desa diberhentikan deogm mekdisme sebagai beiikul:
a. sebelm penyeLenggarMn musyawarah Desa, dilakukan kegiatd

yang meliputi:
1. pembentukm Panitia PemilihdKepala Desa dtar waktu oleh BPD

paling lma dalam jmska waktu 15 (lima belas) hrl terhituns sejarr
(epala Desa diberhentikan;

2. pengajum biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia
Pehilihan kepada penjabatKepala Desa palinglambat dalm jangka
waktu 30 ltisa puluh) hari terhitung sejaL Panitia terbentuk;

3. pemberid pe.setujuan biaya petuilihan oleh penjabat KePala
Desaparins lmaddam janska waktu3o (trsa Pdun)hariterhituns
sejak diajukan oleh Panitia Pemiiihan;

4. pengumuman dd pendaltdm bakal calon Kepala Desa oleh
Panitia Pemilihe dalam jmgka waktu 1s (!ma belas) hdii

5. penelitian kelengkapan Persyaratan administ€si bakal calon oleh
Panitia Pemilihandald jangka MktuT (tujuh) hdi; dd

6,penetaPm calonKepala DesadtaNaktuoleh Pditla Pemilihd
paling sedikit 2 (dua) orans calon dan palins bdyak 3 (tiga) ordg
cabr y@g dimintake pen8esalan musyawarah Desa utuk
ditetapkm sebagai calon yde berhal{ diPilih dalam musyawdah

b. BPDmenyelenggdatm musyawdan Desa yang fteliPuti kegiatd:
.. penyelenssMM musya$ an Desa d'p'Tpm oleh Kerua BPD)ang

ielois p.laksanaar Pemilihmnla dil.{k5n oleh PdiM Pem:lihal:



2. pengesahan .alon &pala Desa yang berhak dipilih oleh
dusyawdahDesa melelui musyawarah mufalat atau melalui
Pemungutan suara;

3. pelaksatr@ pemilihan caLon (epala Desa oleh Panitia Pemilihan
nelalui mekmisme musyawrai mufakat atau melalui
pemugutd suara ydg tebn disepakati oleh musyawtran Desa;

4, pelapoEn hasil pemilihan ca.lon (epa.1a Desa oleh Panitia Pemilihan
kepada musyaMEh Desai

5. pengesahan calon terpiLih oleh musyawd.n Desai
6. pelapord hasil pemilihe Kepala Desa melalui musyawdan Desa

kepada BPD ddM jmgka waktu 7 (tujuh) hdlsetelah musyawdah
Dee meneesahkan calon Kepa]a Desa terpilihj

7. pelaporm calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh
Ketua BPD kepada Bupati paling lmbat 7 (tujun)hdisetelan
menerima lapord ddi Peitia Pemilihm;

a. penerbitan Keputusan Bupatr tentdg pengesahan pengangkatd
calon(epaLa Desa terpilih paling lmbat 30 (tiga puluh) hdi sejak
diterimdya lapord ddi BPD; dan

9. pelantlko Kepala Desa oleh Bupati paling Lama 30 (tiga puiuh) hmi
seja& diterbitkm keputusm penge6ahm pengegkatan calon
Kepala Desateryilih dengourutm acda peldtikm sesuai dengm
ketentum peratu.e pedndang-undangu.

Pasal26

(1) Musyawa.ah Des sebagaimana dimaksud dal@ PasaL
2sdiselengg akao oleh BPD ymg difasilitasi oleh Pemerintah De6a.

(2) MusyaMrah Desa sebasaituana dimaksud pada ayat (t) diikuti oleh
Pemerintah Desa, BPD dan uosur masydal{at.

(3) (etentum lebih ldjut mengenai tata tertib dan mekoisme pengambilan
keputusd mu6yawarah desa diatur deng@ PeratuEn Bupati.

Bagid kempat
Penyelesaian PeBelisihd Easil Pemiliho Kepala Desa

Pr.a127

(1) Dal@ har teiadi perseli6ihan hasil pemilih@ Kepala Desa, Bupaii wajib
menyelesakm perselisihan dard jdgka waku 30 (tisa puluh) hari.

(2) Dalam rangka mensawasi penyelenggden pemilihm (epaia Desa,
Camat nembentul Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.

(3) Ketentuan lsbih ldjut meneenai tata cara penyeiesajan percelisihm
hasil pemilihd Kepala De6a sebagaimda dimaLsud pada ayat (1) diatur
dengan Peratutu Bupati,

BAB IiI
PENGANGKATAN KEPALA DESA

Ba8ian Kesatu

Pengesah@ calon KePala Desa

P,sl 2a

(1) Ca.lon Kepala Desa yang dinyatakai tdpilih adalah calon ras
memperoleh 6uara te.bdyak.



(2) Panitia Pemiliho menetapkd cElon Kepala Desa terpilih.

Jr Pan ra Pemilihe men\mpakon nand rdon Kepzld De5a erpilil
Lcpad. BDD pL;ng'da 7 rruJuh) hd serel"h pcneaPan tslon,(rp
Desa.e-pilh sebagaird€ dimaksud pada a)4, l2l.

til BPD pLina ldd. lljuhl ndri se'ele renerimd laporcn ddn Pertia
P"milihe aenlampcikcn -r,fra calon (epala Desd Frpi[h kPpado

r5, BuD-li mensesr@ calon Xepala Desa r'rcJ.n sPbagaimana dirulsud
pr;#yaL lliTeni.d hrpalo Desd pdling !$a lo r'rga ouluhl l-di 'eJak
i".ggd ait".i-"oF peny@Pdd hasil lemilih@ dari BPDdalm
bentuk KePutusan BuPati.

Pasal29

r1r Calon (eD6ld Drsd r"milih d'l bi oleh BrPati atau Pelabor v"ng
dirunjuk palinB lms Jo (tig, puluhl hdiseElan p.aerb.rm KeDUlLsr

(2) sebelum memogku jabatannya, Kepala Desa terpilih
bersumpal/ be.jmii.

(3) sumpah/jeji sebasaiMa di@ksud pada avat (2) sebasai be lati

'Demi Allah/ruhan, saya be.sunpah/berjanji bahwa sava akan
memenuhi kewajlbm saya selaku Kepala Desa dengm sebaik_baiknya,
sejujuFjujuf,ya, d@ seadil_adilnya; bahwa sava akan selalu taat dd@
.;mm-,tar dd menperlanmk.r P-n'aq. a s'bagar dc"ar neB'ra
.l"n i"hwa sa\a ak"n nenesdkk kehidupar dFmokasi dan Undd8
Undane Dasa_ NFgr" Replol,< l_donFsid Tah rn i9z5 sru
n "ld].;4al ses"lt p"mru,ar prtuldans_unddcan d"ncM sPluru:_
lurusnya yang berlaku bagi desa, daemh, dm Necara Kesatud Republik

Bagid Kedua

Masa Jabatd Kepala Desa

Pasal30

(1) Kepala Desa memesms iabatan selma 6 (enm) tahun terhituns seiak

tanggal pelantrkd.

r2r KeprLa Des" sebasaman" d'm.ksud pada ,vat l', dapar meniabrr Paling
la;a1(tg.)k imasa.'dbdtu se€ra bemruF urul 66u lid"l{ betrurur_

':' !'eEnru6De-iod6gsi n ds ab"@ sebagaimda ordE-ksld pad" "var 12)

'em.sLk mas" isba'm ,("pr.a De"- )Mg d'pilih me'"lui -usvawd"h

,4r Ddlm h4 KcDala D'ss me' surourkd d.rr sebelum habis r"sa
' ' jabaren)- a_;u d,be,henikar, ^ep.ld 

Desa dianSSap reld}l meniabar I

(satu) periode masa jabatd.
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Bagid Ketiea

Tugas, Wewenog serta Hak dan (ewajiban(epala Desa

Pdagraf 1

Tugas de wewenang

Pasal3l

Kepala Desa mempunyai tugas sebagai be.ikui:
a. menyelenggarakm pemerintanm de*;
b. melaksanald pembmeund desai
c. pembi@d kelmsydakatm desa; dm
d. pemberdayaan masydal<at desa.

Pasal32

Dalam melaksanak@ tugas sebagaimaa dimal<sud dalm Pasal 31, Kepala

a. memimpin penyelenggdam Pemerintahan Desaj
b. mengangkar dm memberhentlkan perangkat Desa;
c. memegdg kekuasaan pengelolaan keuogan dm aset De6a;
d, menetapkm Peratum Desa;
e. menetapkanAnggare Pendapatd de Belanja Desa;
t membina kehidup@ masydakat Desa;
e. n.noinr ieLe. p_man de kelerlibar rosytugkat Desd:
i. nenoina d.n m'ninskad{d pe.eko- om,d D'ha

J'

mengintegrasikannya agarmencapai perekonomid skalaproduktrf untuk
\"b"rsr bes"m)r kemai'tu-d aas)tral{ar Des.,
mengembmgkan sumber pendapatan Desa;
mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagio kekayad negaE guna
meninskatkan kesejanteraan masyekat Desa;

k. meogembmgkd kehidupan sosial budaya Imsydatat Desa!
l. memadaatkan teknologi tepat guna;
m. mengkoordinasikd pembmgund desa secda Pdtisipatif;
n. mewakili Desa di dalm dan di luar pensadild atau menunjuk kuasa

hukumutuk mewalllinya sesuai denganketentum peratuE
leMdsg-undange; dm

o. melaks@akan wewenog rdn ]6g sesuai dengm ketentuo peraturan
perunddg undugm.

Paragcf 2

Hal{ dan Kewajibd
Pasal33

Dalm melai<sana1@ rugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 31, (epala

a. mencusulkan struktu. organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;

b. mengajukan rmcdgandan heneiapke Peraturan Desa;

c. menirima perghaslLan tetap setEP bulan, tunjdgm, dd Penerimaan
lainnva ydg sah, serta mendapatjdinan kesehatd;

d. mendapatkan perlindungan hulan atas kebijatm v@s dilaksanakani

e. memberikan mmdat Peiar{sanen tugas dm kemjibe lainnva kepada



Dalammelaksalak@tusas sebagaitua dinalsud dalmPael 31, Kepala

a. memegeg tecuh datr mengmaikm Pancasila, melaksdakan undsg-
Undms Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19a5, serta
mempertanankan dan memelila.a keuruhe Negaa Kesatud Republik
Indonesia, d@ Bhinneka Tunggar Ika;

b. meningkatkan kesejahterad masydalat Desai
c. memelihda ketentermd dan ketertiban masydakat Desa;
d. oenaati dm henegal<kan peEturan perund@g-undangm;
e. msbr.sdakan kehidupan demokrasi dd berkeadilan gendei
r meLalsmakan pnnsip tata Peherintahan Desa ydg akutabel,

tEnspa.m, prcfesional, elektif dd efisien, bersih,sertabebasdari kolusi,
korupsi, dan nepotisme;

s. menjarin kaja sama dan koodinasi de.sd 6e1uruh pem@gku
kepentingan di Desa;

h. menyelenggarakm administEsi Pemerintahe Desa ymg baik;
i. mengelola k€wgan dd aset De6a;
j- melaksanakd urusan pemelintahm ym8 menjadi kewenangan Desa;
k. menyelesaikan perselisihm masydalat di Desa;
L mengembmgkd perekonomie masydakat Desa;
m. medbina de melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
n. memberdayakan msydal€t dan lembaga kelrcydakatm di De6a;
o. hengembmgkd potensi sumbe. daya a1afr ds melestdika lingkungm

p- memberikan infomasi kepada masytrakat Desa.

Pasal35

KeEnruan lebih LMjur mengenai pedoman peLal<smam tugas, wewensg,
har<, dan kewajiban kpala Desa diatur deosd Peraluian Bupati.

Bagian Keempat

Lporan KePalz Desa

Pasal S6

Dalm melal<sanel<& tugas, kewendgm, hak, dan kewajibe sebagaimda
dimal<sud dalam Pasal 31, Pasal 32, PasaL s3 dan Pasal 34, Kepala Desa

a. menyampaikan laporanpenyelenggaram Pemerinta.h@ Desa setiaP akhi.
tahun mggdd kepada Bupatii

b, m€nympaikm laporan penyelengcdm Pemerintalld De6a pada aknir
masa jabatan kepada Bupati;

c. memberikao laporm keterdgan penyelenggarad pemerlntanm secda
tertulis kepada BPD 6etiap a-khir tahun anggdd; dan

d. memberikan dm/atau menyebdkd infomasi peryelenssam
pemerintaian secda tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun

Pasal3T

(t) Lapors p@yelenssdan Pemerint4han Desa sebasaimea dimalrsud
daLamPasal 36huruf a disampaikan kepada Bupalim€ialui Camat PAling
ladba! 3 (tiga) buld setebn beFkhirnya t.nun anggaran.

(2) Laporan penyelenggdad Pemelintand Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pallng sedikit memEt:
a, pertanggungjawaban penyelenggdd Pemerintahan Desa;



b. pertanggungjawab@ pelalsdaan pembmClrnm;
c, pelaksmaan pembinen kemsyaEkatan; dan

d. lelaks@ad pembeidayao masydakat-

(3) LapoEn penyeienggacd Pemerintahm Desa sebasaimana dimalGud
pada ayat (r) digunal{m s€bagai bahan evaluasi oleh BuPati untuk dasar
pembinad dm pedgawasan,

Pasal Sa

(I) Kepala Desa wajib menyampaikan lapo6n penyelenggaman
Pemerintanm Desa pada akhir masa jabatm sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 huruf b kepada Bupati melalui Camat.

{2) Laporan penyeLenssa.ad PemerintalEn Desa sebagamm dimaksud
pada ayat (1) disamPaikd da,lam janska war.tu 5 (lima) bulo sebelum
berakhimya masa jabatan.

(3) Laporo penyelenggaren Pemerintahd Desa sebasaimma dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit demuatr
a. ringkasu lapord tahun-talLutr sebelumnya;
b. relca@ penyelenggaren Peme.intanan Desa darm jangka war.tu

untul{s (lima) bulm sisa ma6ajabatanj
c. hasil yang dicapai dan yang belum dicaPai; dan
d. hal ymg dianggap perlu perbaike.

(4) Pelaksanmn atas rencala penyelenggaran Pemerintahm Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurur b dilaporkd oleh KePala
Desa kepada Bupati dalm memori seran brima jabatan.

Pasal39

(1) Kepala Desa menyampaik@ LaPoran keterdgan Penvelenggdam
Pemerintahs Desa seba8aimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c
setiap akhir tahun msgaran kelada BPD secara tertulis paling lambat
3 (tiga) buld setelah berakhimya tahun m8aa.an.

(2) Laporm keteransan penyelensg{aan Pemerintahan Desa sebagaimala
dimaksud pada ayat {1) paling sedikit memuat pelaksdae Peratu@

(3) Lapord keterdsan penyelensgdam Pemerintahd Desa sebagaimoa
di;aksud pada ayat (l) diBunakan oleh BPD dalam melaksdal€n
rungsi pensawasm kinerja Kepala Dee.

Pasal40

Kepala Desa memberlkd de/atau menyebarkan inlormasi penvelenS8araan

Dr;erinrahan k-padd rasydraka_ Desc se.i.p akhrr Ehur
dRqac- *baEarmd" dimalsuo drld Pasal 36 hrd o. de gdn nFd."
informasi yane mudan diakses oleh masvarakat.

PasaL 41

(etentum lebih ldjut nensenai laporan Penvelenssdad Pemerintalun
desa sebagainda dihalud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 diatur
dengan Peraturd Bupati.
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Pasal42
(1) (epala Deq ymg tidal< melal<sdakm kewajibd sebasaimda

dimal<sud dal@ Pasai 34 dikenai saksi administratif berupa tegure
lisd de/atau teAurd tertulis.

{2) Dalam har sdksi administratll &bagaimaDa dimaksud pada ayat (t)
tidak dilaksanar.m, dila.kukan tindakan pemberhentian sementara da
dapat dilajutkan denge pemberhentid.

(3) Ketentuaa lebih lanjut mengenai tara caE pembedan smksi
adminisbatii sebagaimana dimakd pada ayat (t) diatu dengd
Peratura Bupati.

Bagim Kelima

Larangan Kepala Desa

Pasal43
Kepala Desa dilards:
a. meogikd kepentingan hum;
b. membuat keputusd ymgmenguntungkm diri sendlri, eggota keluarga,

pihaL lain, da/atau golongd rerrentuj
.. menyalahgunald wewenans, tugas, hak, dd/atau kewajibmnya;
d. hel8]{ukd tindaku diskriminatifterhadap Mrga de/atau goiong@

masydakat tertentui
e. melakuke tinda}d meresahkan sekelompok masyaEkat Desa;
t melakukan kolusi, kotupsi, dm nepotisme, menerima umg, barmgj

dao/atau jasa ddi pihal< lain yang dapar mempengaruhi kepurusan atau
tindakd yang al<d dilal<u1{dnya;

g. tuenjadi pengurus parrai politik;
h. menjadi anggota dm/atau pengurus or8@isasi terlaran8;
i. me.dgkap jabatan sebasaiketua dm/ataumgsota BpDj dggota Dewan

PeMatile RakyatRepublik Iodonesia, Dewm PevakilaE
DaerahRepublik Indonesia, Deqa Peeakilm Rar'l,at Daemh Provinsi
atau Dewu PeNai<ilan Rak at DaeranKabupaten, dan jabatan laln ymg
ditentukd d.lam peraturan perundmgd unddgan;

j. ikut serta de/atau terlibat dalam kampanye pehilihan umum dan/atau
pemilihd kepala daerahi

k. nelanscar sumpan/jaoji jabatanj dan
1- meninggalkan tugas selma so(tiga puluh) hari kerla berturur-turut

tanpa alasan yang jelas dm tidak dapat dipertanggunsjawabkan.

Pasal44
(1) Kepala Desa yds melanssd laragd sebagaimana dimaksud dalm

Pasal 43 dikenai sanksi administlatif berupa teguad lis@ dan/atau
teguEn tertu1i6.

(2) DaLaa hal 6dksi administEtif sebagaimea dimalsud pada ayat (1)
tidak dilaksanakan, dilal,rkfl tindak@ pemberhentid sementda dan
dapatdilajutkan denge pemberheotim.

(3) Ketentuan lebih ldjut mensenai tata cda pemberian seksi
administratil sebagdhda dimal{sud pada ayat (1) diatur densan
Peratu.d Eupati.



BAB IV

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagia Kesatu

Pemberhentian

Pasal45
(1) Kepala Desa berhenti karena:

a. meruneigal dunia;
b. pedintaan sendiri; atau
c, diberhentikan.

(2) Gpala Desa diberhentikan sebacaimana dimak6ud pada ayat (1) hurul c

a. beral{hir masa jabataooya;
b, tidak dapat melaksdakan tugas seca.a berkelanjutan atau

berhaLangan tetap secara bertmt turut selaha 6 (enam) bulmi
.. tidak lagi memenuhi sya.at sebagai Kepala De6a!
d, meldggd ldai1gan sebagai (epala Desaj
e. adeya perubahd status De6a menjadi kelurahan, penggabungan 2

(dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa bm, atau penshapusa

t tidak melaksanakan kepajiban sebasai Kepala Desa; atau
g, dinyatakansebagai terpidma berdasdkm putusm pengadilm ydg

telah mempunyai kekuatao hukum tetap.

(3) Apabila Kepara Desa berhenti sebacaloana dimaksud pada ayat (1), BPD
melaporko kepada Bupati melalui Cmat.

(4) Pemberhentian (epaLa Desa sebasaiMna diroksud pada ayat {s)
ditetapkan dengan (eputusd Bupati.

Pasal46

Dalm bal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhetrri tidak lebih dari 1

(satu) tahun karena diberhentlkm sebagaimma dimatsud dald Pasal
4sayat (1) huuf a dan huruf b serta ayat (2) hurur b, huruf c, hurur d, hurur
l, dan huruf g, Bupatr mengangkat PNS ddi Pemelintah Dae.al1 Kabupaten
sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang b@.

Pasal47

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yans berhenti lebih dari 1 (satu)
tahun kaem diberhentikd *bagaimma dimaksud dalam Pasal a5 ayat (1)
huruf a de huruf b serta ayat (2) hurul b, huruf c, hutuf d, huruf f, dd
hurul g, Bupati mengangkar PNSdari Pemerintah Daeran Kabupaten sebagai
penjabat Kepala Desa sampai ditetapkdnyaKepala Desa yog b@ melalui
hasil musyawdah Desa.

Pasal4a

(1) D.lan hal terjadi kebijakan penundad pelaksanaan pemilihmxepala
De6a, Kepala Desa yang habls masa jabatantrya tetap diberhentike dan
selanjutnya Bupati mengdgkat penjabat KePala Desa.

(2) Kebijakan penudam pelatsmaan pemilihm (epala Desa sebagaimana
d'lal{sLd pada ayr_ (l)diletcpkd o'-h Mcn,rri.



20

pasl49
(1) PNs yans.liangka! sebasai penjabat Kepala Desa sebaeaimda

dimaksud dald Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal .la ayat (3) paling
sedikit harus memahami bidans kepemimplne dan teknis

(2) Penjabat Kepala Desa sebasaimaa dimaksud pada ayat (1)
melaksanalm tugas, wewenang, dm kewa.jibd serta memperoleh haL
yang sma dengan Kepaia Desa,

(3) Bupati mensmskat petrjabar Kepala D€sa sebasaimana dinaksud
padaayat (I) dari PNsPemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 50

(1) Kepala Desa yang bersta.us PNs apabila berhenti sebagai Kepala Desa
dikembalikan kepada instansi induknya.

(2) Kepala De6a yms be.status PNS
pensiun sebagai PNS diberhentikan
dedpercleh hak sesuai densan

Bagim Kedua

Pemberhentian Sementaa
Pasal 5 L

I.epala Desa diberhentikd sement@ oleh Bupati 6eteLall dinyatakd
sebagai terdakwa yang diancam dengan pid@a penjara paling singkat 5
(llma) tahun berdasarkm resisrer perkam di pengadilan.

Pas,l52
Kepaia Desa diberhentikan sementara oleh Bupatl setelah ditetapkan sebagai
tersangka dalam tlndak pidoa korupsi, t€rorisme, makar dm/atau tinddt
pidana terhadap keamanan Negara.

apabila tela}l mencapal batas usla
dengm homar sebagai PNS deng@
ketentuan peraturs perundang-

Pasal53

Kepala Desa yang dibe.hentikan sementda sebagaimm dimaksud dalm
Pasal Sl dan Pasal 52 diberhentike oleh Bupati setelah dinyatakd sebagai
terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

Pael54
(1) (epala Desa yang diberhentikan semente sebagaimea dimalsud

dalm Pasal 5i dan Pasal S2setelah melalui proses peEdild temyata
terbuktr tidak besalan berdasarkd putusm pengadild ydg telah
mehpunyai kekuatan hulam tetap, p.ling lma 30 (tiga Puluh) hari
sejat penetapan putus@ pengadild djterlma oleh Kepala Desa, Bupati
meiehabilitasi dan mensakilkd kembali KePala Desa yang
bersangkutan sebagai 1(ep.la Desa sampai dengan aklir masa
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(2) Apabila Kepala Desa ysg dibe.hentlkan sementara ebasaimna
dimaksud pada ayat (1) telah beqknir masa jabatannya, Bupati hms
merehabilitasi nama baik Kepala Desa ydg bersegkutd.

Pasl55
Dalam hal (epala Desa diberhentitd sementaa sebagaimana dioaksud
daldPasal 51 dan Pasal 52, SekEtdis Desa mela]{smal{d tugas dm
kewajiban Kepara Desa smpai denge adanya putu6an pengadilan yas
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pa6a156

(r) Dalam har sisa masajabataE repala Desa yds berhenn tidak lebih ddi
1 (satu) tahun kaEna dibe.hentikan sebagalr@a dirELsud dalm
Pasar 4s ayat (i) hu^rf a da hurur b serta ayat (2) hu.uJ b, hurul c,
hurul d, huruf f, dd hrdf g, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah
Daeran Kabupaten sebagai penjabat kpala Desa @pai terpilihn a
Kepala De6a yang baru.

(2) Penjabat Kepala Desa melalcmalm tugas, wewenansr kewajibm dm
hak kpala Desa sebagaimana dimaksud dalm Pasal 3 1 sampai dengd

Pasal 57

(1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenri lebih dari 1

(satu) tanE karena diberhentikan sebagaimana dinalsud dalam Pasal
45 ayat (l) huruf a dan huruf b serta ayat {2) huruf b, huruf c, huruf d,
hurul f, dm hurul g, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintan DaeEn
(abupaten sebagai penjabat Kepala Desa smpai ditetapkdnya Kepala
Dee yang baru melalui hasil musya@an desa,

(2) Penjabat (epala Desa melaks@alm tuaas, wewenmg, kewajibo dd
hak Kepala Desa sebagaima dimaksud dalam Pasal s lsmpai dengd
Pasal 34smpai diretapkannya Kepala Desa.

(3) Kepara Desa sebasaimana dimaj{sud pada ayat (2) dipilih melalui
mu6yawarah desa ydg nemeouhi percyaratan ca]on kPala Desa
sebasaimda dimksud dalm Pasal 13 ayat (1).

(4) MusyawaEh deM sebagaimma dimaksud pada ayat (3) dilalsmal€n
paling Lafra 6 (enam) bula! sejak Kepara Desa diberhentikan.

(s) kpala De6a yans dipilih melalui husyawarah desa sebasaim@a
dimaksud pada ayat (3) melalsdakan tusas (epala Desa sampai habis
sisa @sa jabatd KePala Desa yang diberhentikd,

(6) KetentuaE lebih ldjut mengenai pemilihd Kepala Desa melalui
musyawmh desa dialur dengan Pe.atuEn Bupati

BAB V

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 58

(1) Biar€ Pemilihan Kepala Desa dibebanku pada Anssdan PendaPatan
dm Belanja Daerah, dd danabotum ddi Anggdan Pendapat@ dd
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(2) Ketenth lebih lanjut tentdg alokasi biaya penyelengrtu pemiliho
kepala desa sebasaimana dlmaksud pada ayat (1) diatur dengd
PeratuEn Bupati.

BAB VI

TINDAI{T{N PENIIDIKAN

Pasal 59

(1) 'aindakan penyidikan terlEdap Kepala Des diiaksanakan setelah
adeya persetujud te ulis dan Bupati.

(2) Hal-har yans dikecuarikan ddi ketentuo sebasaimoa dimaksud pada

a. tertdgkap tangm melallka! titrda!. pidana kejanatdj atau
b. didusa tebn mehkuka! tindak pidana kejahatan yang dm.atu

dengan pidoa hati,
(3) 'rindakan penyidikan sebasaimana dimatsud pada ayat (2),

diberitanukM secda tertulis oleh atasm penyidik kepada Bupati paling
lama 3 (tisa) hari.

BAB VII

PEMBINAAN (EPAL"A DESA

Pasa160

(l) Bupati berkewajibm melahukm pembinam terhadap wewenang, tugas
dan kewajiban Kepala Desa.

(21 (etentuan lebih lanjut mengeoai pelal{sanaan pembinad sebagaima
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIIIAN

P*aI61
(1) Mdajabatan Kepa,la Desa,ag ada pada saat ini tetap berlaLu smpai

habis masa jabatannya.

(2) Periodisasi masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten mengilati
ketentud dalam Peraturan DaeMI ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal62

Pada saat Peraturs Daerah ini mulai berlaku, PeratuEn Daerah (abupaten
Cianju. Nomor 5 Tanun 2006 tentd8 aata Cua Pencalonan, Pemilihan,
Pengangkatu dan Pemberhentiao Kepala Desa (Lembds Daerah
Kabupaten CianjulTahun 2006 Nomor 05 Seri D), dicabut dan dinyatrld
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Pa6a163

PeEturd DacEh ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Ag setiaP
oidg mengetahuinya, memerintal*s pengunddgm Peraturs Daqa.h
ini d;nsd pe.empatmtya dalm LeEbdm Daerah Kabupaten Cidju.

Ditetapkan di cimjur
pada tdggal 19 Juni 20lS
BUPATI CIANJUR,

T,IEI'EP MUCIITAR SOLDH

19 Juai 2015

DAERAH XABUPATEN CIANJUR,

MUTAQIN

BARAN DAERAH I(ABUPATEN CIANJUR'IAHUN 2015 NOMOR 5

NORdS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA
BARAT : (96/201s)
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